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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 30 TAHUN 2005
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 4 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis retribusi Daerah
Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Parkir di Tepi Jalan
Umum adalah retribusi Daerah Tingkat II ;

bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf (a)
perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 1999
tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3186);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sebagaimanan telah diubah dengan Undang- Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintzihan Daerah

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Peraturan ..............
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
( T.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan
L.embaran Negara Nomor 3258 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan
sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan angkutan
jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3410} ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang

Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah ) ;
. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang
Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang
Fasilitas Parkiruntuk umum ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 17 Tahun 2060 tentang
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran
Daerah Katupaten Musi Banyuasin Tahun 2002

Nomor 11); .

l4. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Pembentukan
Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana
tclah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Tentang
peruoahan a"tas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 Tentang
Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
( Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 15).

—

Dengan Persetujuan Bersama
¢

/
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

PEFATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM.

Pasal 1

Peraturany Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 1999 tentang

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, diubah sebagai berikut :

1. Dalam Pasal 1 tentang ketentuan umum ditambah huruf (j) Parkir khusus
adalah tempat pemungutan Retribusi Parkir suatu kendaraan baik kendaraan
roda empat maupun kendaraan roda dua dalam keadaan tidak bergerak yang
bersifat sementara, umum adalah kendaraan berat Roda Empat atau lebih
yang melakukan parkir / berhenti sementara di tempat pemungutan
Retribusi kendaraan yang telah ditentukan di jalan umum dalam wilayah
Kabupaten Musi Banyuasin ;
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2. Pasal 8 ayat (3) struktur dan tarif, diubah menjadi struktur sebagai berikut :

TEMPAT PARFIR JENIS KENDARAAN TARIF

KHUSUS - Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up/| Rp. 1.000.-
Mobil Barang dan Mobil
penumpang dan sejenisnya.

- Sepeda Motor Rp. 500,

- Bus, Truk dan Alat berat lainnya | Rp. 1.500,-

- Mobil Box, Truk sedang, Tanki | Rp. 1.500,-

Sedang ’
UMUM - Fuso, Tanki Fuso dan alat berat { Rp. 2.000,-
lainnya.
Pasal I1
\
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. \

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, m~merintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam L_embaran
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sckayu
pada tanggal 08 Desember 2005

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 08 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH

SEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2005
NOMOR " 32




